BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR (  TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 20138

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa Dberdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang Dana Desa Yang DBersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 28 7Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang

Pembentukan  Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

Kabupaten DBarito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {lLembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 2343, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bheberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintalh Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539}
sebagaimana {elah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republilk  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244%);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik [Indonesia Tahun 2014 Mareae 200M.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1045);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300}
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1359);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/ 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mentenn Keuangan Nomor
50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081});

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/
2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut
Dacrah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1971):

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
231, Tambahan Lembaran Daerah Kkabupaten
Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkail Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 2306.4a);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor
249 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Nomor 249.a);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 261)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 377);



Menetapkan

22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara vang diperuntukkan bagi
Desa vang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiaval penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan lkemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnva dihitung berdasarkan persentase tertentu dart
anggaran Dana Desa vang dibagi dengan jumlah Desa
secara nasional.

7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

8. Alokasi FFormula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan  jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilavah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya
disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan
tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan
variabel ketersediaan pelavanan dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi, dan komun+'-~~/



10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyvelenggara Pemerintahan Desa.

11. Jumiah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, vyang
selanjutnya disingkat APB  Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Rekening Kas Umum Negara, vang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yvang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

14, Rekening Kas Umum  Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seciuruh penerimaan Daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa, yang sclanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
vang ditetapkan.

16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Dircktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum

Negara.
BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas

Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan

¢. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geogralis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per
Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Peruhahan
Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2018.



-6 -

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal vang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

{2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa,

Pasal 5

Alokasi Formuta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan. luas wilavah, dan indeks kesulitan
geografis vang bersumber dari kementerian vang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * 22) + (0,15 * Z3) + (0,25 *

Z4) * AF Kab
Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa

terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Gunung Mas

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa Kabupaten Gunung Mas

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten
Gunung Mas

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap [KG Desa

Kabupaten Gunung Mas

Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas

AF Kab
Pasal 7

Indeks kesulitan geografis sectiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ disusun dan ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian vang
berwenang dan/atau lembaga yang menyvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu»~ti ini



BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah-
bukuan dari dari RKUD ke RKD.

{2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling
lambat 7 {tujuh} harn kerja setelah Dana Desa diterima
di RKUD setelah persvaratan penvaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling
lambat minggu Lketiga bulan Juni sebesar 20%
{dua puluh persen};

b. tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu  keempat bulan Juni sebesar 40%
(empat puluh persen); dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40%
(empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap |
dilaksanakan setelah Bupati menerima:

a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

h. laporan realisasi penyverapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala
Desa.

(5) Penvaluran Dana Desa dan RKUD ke RKD tabap Il
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tahap | dari Kepala Desa.

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian oufput Dana
Desa tahap [ sebagaimana dimaksud pada ayat (5],
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen} dan
rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang
sebesar 50% (ima puluh persen).

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada avat (4)
huruf b dan ayat {5) dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian outpuf dari seluruh kegiatan.

(8) Penvusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output,
volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data,
Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.



BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masvarakat yang
meliputi Bidang Kegiatan Produk Unggulan Desa atau
Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa
Bersama, Embung dan Sarana Olahraga Desa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

{2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yvang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persctujuan Bupati.

{3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan
Desa mengenail APB Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiavai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis vang ditetapkan
oleh Bupati mengenai kegiatan vang dibiayvai dari Dana
Desa.

{2] Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakeiola dengan
menggunakan sumber dayva/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyvak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggling jawab atas penggunaan Dana
Desa.

{2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13
(1) Kepala Ddesa  menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Bupati.
{2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisast penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap |.
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(3) Laporan realisasi penverapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran scbelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan,

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun
anggaran berjalan.

{5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output
setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menvampaikan pemutakhiran capaian output kepada
Bupati.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

(1) Bupati menunda penvaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) dan
avat (9);

b. Terdapat sisa Dana [Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. lerdapat usulan penundaan dari Aparat Pengawas
Intern  Pemerintah  {APIP}  Dberdasarkan  hasil
pemeriksaan reguler ataupun pemeriksaan khusus
terhadap Pemerintah Desa yang bersanglkutan, sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

{2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap | tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3] Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap [, penyaluran Dana Desa
tahap ! tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen). penvaluran Dana Desa vang ditunda
sebagaimana dimaksud pada avat (2] tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD,

(5) Bupati melaporkan Dana Desa vang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan avat (4)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.
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(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada avat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP] dalam hal terdapat potensi atau telah
terjadi penyvimpangan penyaturan dan/atau
penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa vang ditunda
dalam hal:

a. apabila dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a telah diterima;

b. apabila sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya kurang dan atau sama dengan 30%
(tiga puluh persen}; dan

¢. apabila terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern
Pemerintah {APIP).

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {1) huruf a
dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

{3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada avat (2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa vang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APB Desa pada tahun anggaran berilkkutnya.

(5)Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) dalam
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penvaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun
anggaran Dberjalan, Bupati menyampaikan permintaan
penyaluran sisa Dana Desa tahap | yang belum
disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu kedua bulan T1li tnhaim aneacarees
berjalan.
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Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyvaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 avat (1} huruf b, masih terdapat sisa Dana
Desa di RKD lebih dart 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyvaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

Bagian Kedua
Sanksi Pemotongan Dana Desa
Pasal 17

(1) Sanksi Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada
Tahun Anggaran 2018.

(2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berjumlah sebesar Rp.3.085.255.000,- (Tiga
Miliar Delapan Puiuh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh
Lima Ribu Rupiah), disebabkan adanya 4 (empat} Desa
yvang tidak menyerap Dana Desa tahun anggaran 2017,
dengan daftar Desa sebagai berikut:

a. Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu;

b. Desa Kasintu Kecamatan Tewah;

c. Desa Keretau Rambangun Kecamatan Damang Batu,;
dan

d. Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan.

(3) Jumlah permotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada avat (2) mempengaruhi perhitungan nilai Pagu
Dana Desa Kabupaten CGunung Mas tahun anggaran
2018 vang semula berjumlah Rp.87.206.969.000,-
(Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Juta
Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiahj)
sehingga menjadi sebesar Rp.84.121.714.000,-
(Delapan Puluh Empat Miliar Scratus Dua Puluh Satu
Juta Tujuh Ratus Empat Belag Rihi Runiahl
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
menempatkannya
Gunung Mas.

mengetahui, memerintahkan
Bupati ini dengan
Daerah  Kabupaten

orang
Peraturan
dalam Berita

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GTINTING MAS

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tangga

BUPA MAS,

RTON S. DOHONG

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setliap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya

Gunung Mas.

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KAB'I’T“.MH“’ FATTRTTTRY -TAS’

IANDLL EKDUN

dalam

Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tan

BUPA :

ARTON S. DOHONG

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR



BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS

LAMPIRAN
FERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

HOMOR b

TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA FEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DARA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUR ANGGARAN 2018

TAHUN ANGGARAN 2018
Alolkast Formula /ﬂw
Deatt Jumlah Peaduduk __|Jumiah Pondudak Miskin Luas Wilayah o nge D
Reato Resio Desa
Fo. Kecamatan Hama Desa Alolast Dasar| Kiasifikasi Dosa DM | o0 somms | e | ot |resee ponmiah | Bobet Loes t:':: Bobot | meedia aiee | Babot Total Bobot m por-Dosa
Peotaten bl Ivriten, Witeysh Wilayah Geoenits Goografis
0 7l & ] & m ) ) ng | av | na 50068 5207 | S0068 50010 57 soo ]S = i1 m(‘)’:.'m .(tg.m’ = = 0.
; 867 | 0,0217 | 06,0022 | 61 | 0,0137 | 0; X X X X ; X 011090454 153.696 Y
1 SEPANG SEPANG K"L" 2:2‘3:2 Iﬁxfﬂt j 1849 0.0009 ] 0.0010 | 101 | 06,0226 | 0.0113] 62,07 | 0,0068 | 0.0010] 44,27 ] 0:0670 | 0.0015 0.015079139 | 208972,4944 Z;g?,’f,'
2 SEPANG TEWAI me 616395 TERTINGGAL 4 1.200 | 00140 00014 | 89 | 00199 1001006098 | 0,0067 [0,0010] 40,91 | 0.0065 [ 0,0016| 0,013993631 T 193979 106 810.574
2 Sepang e MRIMAU 616345 | BERKEMBANG 2 563 10,0065 ]06007] 24 | 00054 | 00027 63.16 | 0,0070 | 0,0010| 4208 | 0,0067 | 0,0017 | 0006059805 | 33975 13091 700,931
1 SEPANG PAMATANG L 516395 TERTINGGAL 2 560_| 0,0065 [ 0,0007] 25 | 0,005 |0.0028| 60,98 | 0,0067 {0,0010] 49,28 | 0.0078 | 0,0020| 0,006418815 | 88954 35072 705.200
5 SEPANG TAMPELAS SI6395 | TERTINGGAL 2 582 | 0,0068 | 00007 | 24 | 0,0054 [0.0027] 6098 | 0,0067 [0.0010] 35.17 ] 0.0056 [ 0,0014] 0.005771095 | 75578 05682 696.323
6 SEPANG RABAUH — S16.345 TERTINGGAL 2 1.296 100151 [00015] 78 | 00175 | 00087 63.16 | 00070 | 0.0010] 26,42 | 0,0042 [ 0,0011] 0.012333175 ] 1700178745 787.263
7 KURUN PETAK BA"ANR?U 616,315 BERKEMBANG 3 517_J 0,0060 [0.0006 | 58 | 00130 [0,0065] 63,16 [ 0,6070 Y 0.0010] "45.82 | 0.0073 [0.0018] 0,009960059 | 138042 7985 754.388
8 k:URUN TANJI{NG . 516.34\5, B‘;R NG 2 2821 1 00328] 0,0033] 29 | 0.0065 | 00032 9583 | 0,0106 | 0.0016] 27.72 [ 0,0044 | 0,0011 0,009213695 127686,9226 744.032
9 KURUN TELUK "Y'; T oS TERTINGGAL 2 547 100063 | 00006] 38 100085 | 0.0043] 63,16 | 00070 [0.0010] 42,12 | 0,0067 | 0.0017] 0.007609931 T 1054613520 721.806
10 SLLoR L ane lNmfm(}m 516.35 TERTINGGAL 2 1.348 [ 00157 | 0,0016 | 36 | 0.0081 0.0010] 1,38 | 0,0046 [0.0007| 39.66 | 0,0063 | 0.0016| 0.067867772 | 10903161 13 725.380
il KURUN T 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | 1 970_|oonaloooii] 7 [000ic |0,0008] 104,54 | 0.0115 [0.0017] 43,5 | 0,006 [ 0,0017] 0,005360677 | 74290 3130¢ 690.635
12 XURUN T 616.345 TERTINGGAL 3 1.438 | 00167 | 0,6017 | 46 | 00103 | 0,0051] 8385 | 0,0002 [0,0014| 57,36 | 0,0091 | 0,0023] 0010150191 | 145375 0998 761.723
13 RURLE T 616.345 TERTINGGAL 6 1.290 10,0144 1 00014 | 189 | 00423 1 0,0212] 10,69 | 0,0012 [0,0002] 28,65 | 0,0046 | 0,0011] 0,623935522 | 331569.0566 947.914
14 KURUN HURUNG BUN.UL 616.345 | SANGAT TERTINGGAL |1 1.189 100138 [00014 ] 7 176,006 | 60008 | 20,40 | 0,0032 [ 0,0005| 40.13 | 0.0064 | 0,0016] _0,004240585 | 56853 43588 675.037
12 Eunoy wa:mx 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | _2 673 ] 0,0078 | 0.0008 | 21 | 00047 | 0,0024] 41.38 | 00046 T 0,0007| 45,77 | 0.0073 | 0.0018] 0.005638795 | 78144 53511 694.450
16 KRN T NYANGAN 616.345 | SANGATTERTINGGAL | _2 a1l [0,0048 10,0005 23 106651 | 0.0026] 2505 | 0,0028 10,0001 53.32 ] 0.0085 | 0,0021] 0,005588616 ] 77445 1828 693.794
i o T Mrgumc 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | _1 543} 00063 ]0,0006] 10 | 0,0022 [ 00011 62,07 | 0,0068 ['0,0010] 39,88 | 0,0063 | 0,0016] 0.004364058 | 601787864 676,821
18 L e TAMBIRAN 616,345 | SANGAT TERTINGGAL | 3 1132 1001321000131 50 | 00112 | 0,005 5445 | 0,0060 [0,0009] 42,38 | 0,0067 [ 0,6017 | — 0,00949963 | 1316455256 747.995
19 KURUN Turoars ANGAN 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | _3 L221 [ ooz 000141 56 | 00130 10,0065 10889 | 00120 [0.0018| 47,91 | 0.0076 [ 0.0019] 0011618777 161017 3751 777362
2 WAL R ANGEI 616.345 | SANGAT TERTINGGAL |1 715_] 00083 ] 0,0008] 8 | 00018 10,0000] 6583 70,0106 [ 0,0016] 53.95 | 00086 | 0,0031| 0005457980 | 736389078 691.981
21 TEWAH TUMBANG DAL 516395 TERTINGGAL 3 682 | 0,0079 | 0.0008 ] a1 | 0,0002 | 0.0046 | 44,65 | 0.0049 | 0,0007| 5599 | 0,0089 | 0.0022]  o0.0083487 115699,4017 732.044
22 TEWAH KAsanUH glo.is TERTINGGAL 3 1.365 | 00159 10,0016 ] 42 170,005 | 0.0047 | 54,45 | 0,0066 | 0,0009 | 40.71 | 0.0065 | 0.0016 | 0008508703 | 1220745755 738.419
2 TEwAY . C 616.345 TERTINGGAL 4 635 | 000741000071 93 | 00208 {00104] 117,60 | 00130 [00019] 54.91 | 0,0087 | 0,0022] 0.015777395 | 211720.0035 825.065
2 TEWAH TUMBANG HABAON 516515 TERTINGOAL > a81_| 00056 | 000061 33 1 0,0074 | 0,0037 | 93,65 | 0,0103 [0,0015] 42,77 | 0,0068 | 0,0017 | _0,007503358 ] 103984 4142 720.29
2 TEWAH S U 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | _4 1.382 | 00161 00016 | 97 | 00217 | 0,0109] "17.42 | 0,0019 [ 0.0003| 47,60 | 0.0076 | 0.0019] 0014650714 | 203035 2168 819.380
2z TEWAL e TAMS 3 616.345 TERTINGGAL 3 1.089 00127 000131753 70,0119 10,005 | 127,40 [ 0,0140 | 0,0021] 45,49 | 0,0074 | 0,0019] 0011155008 | 154550-3300 770.935
27 IEWAH A 516.345 TERTINGGAL 4 755 ] 0,0088 1 0,0009] 05 10,0213 [ 00106} 101.27 10,0112 10,0017 | 39.44 | 00063 [ 0,0016 | 0,014754981 | 2014802275 820,825
28 TENAd T 616.345 TERTINGGAL 4 972 Toou3foocoii] 92 10,6206 10.0103] 11760 [0,0130 J0.0015] 61,14 | 0,0097 [0.0024 | 001580519 | 21903+ 399 835.379
2 TEWAH SUMURMAASU 1643 TERTINGGAL 2 638 | 0,0074 | 00007 ] 99 00222 [o.oun} 2613 10,0029 T0.0001] 51.46 | 0.0082 [0,0020 | 0014303375 | 198231 5605 814.567
30 TEWAH BATU NYAP, 16395 | sanoar ertineaaiT S 563 | 0,0065 | 00007 | 126 | 0,0282 [ 0,0141] 23,96 | 0,0026 10.0004| 56,03 | 0.0089 [0.0022| 0017384357 | 390918821 857.269
31 TEWAH T 616.345 TERTINGGAL 1 755 100088 [00005] © 10,0020 [000101 3485 | 00038 [0,0006] 53.13 | 0.0085 | 0,0021] ~0,00457500 4341562443 679.761
32 T heAS: l::::j\ 616.345 | SANGAT TERTINGGAL |1 560 | 00065100007 10 | 0,0022 [0.0011] 4574 00050 [0,0008] 6695 | 0,0107 | 0.0027] 0.005191385 | 71944 33563 688,289
23 gt l\ARASOMmmc 616,345 | SANGAT TERTINGGAL |3 457 | 0,0058 [ 0,0006 | 41 10,0092 | 0,0046] 40,20 | 00044 | 0,0007| 64.93 [ 0,0103 | 0,0026] 0.008417505 | 1166550174 732.998
4 —_— Tk GKOI 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | 2 450 ] 0,0057 | 0,0006 | 35 | 00078 |0,0035| 70.78 | 0,0078 | 0.0012| 50,18 | 0,0094 [ 0.0029] 0.008012867 | 111045 5853 727.350
e BT e FaND. TA:NGAS 616.345 | SANGAT TERTINGGAL |_3 400 ] 00047 ]0,0005] 54 | 00121 [ 00060} 229.76 | 06253 | 0.0038 | 64,50 | 0,0103 | 0.0026] 0.012874241 | 1784151691 794.761
36 | KAHAVAN HULD UTARA o Rc. SIAN 616.345 | SANGAT TERTINGGAL |6 65| 0,0076 | 06,0008 | 160 | 0,0358 [0,0179| 13503 | 0,0149 [0,0022] 50.07 | 0,0080 | 0.0020| _0.022894146 | 317275 8723 033,621
37 | KAHAVAN HULU UTARA D Seats] TERIGOAL 3 1026 J 00119 ] 0,0012] 54 [0.0121 10,0060 | 8499 | 00004 0,0014 | 43,58 | 0,0065 | 0,c017] 0010375706 | 4375 Lreaa 760.137
38 LR AN ULy s (- TUMBANG G KORIR 616.345 | SANGAT TERTINGGAL |1 3340001006663 | 8 | 00018 [00009] 8494 | 0,0094 [0,0014| 58.32 | 0,0003 | 0,0023] —0.005020633 | 63577 65951 685.923
39 | KAUAYAN HULY JTARA L TuMBAN PONYO! 616.345 | SANGAT TERTINGGAL | 2 501 100058 10,0006 | 22 | 00049 [ 00025 | 15245 | 0,0168 [0,0025| 72.95 | 0,0116 | 0,0020] 0,008468474 | 1173553665 733.704
T, WNSANG 616.345 | BERKEMBANG 5 1211 00141000141 1411 00316 | 6,0158 | 158,08 | 00175 [0,0036| 53,00 | 0,0085 [ 0,0021] 0.021931448 | 303534 5353 920,279
:; KAHA‘;"m ::JJLL:J, $m TUMBAI:E_'N a 616:345 SANGAT TERTINGGAL 3 610 | 0,007t [ 0,0007| 36 | 0.0081 | 000401 19492 | 0.0215 [ 00032] 60,50 | 0,0096 | 0,0024 0,010368322 143688,186 760.033
RN HAME JxaBAG Hukum| KASUBBAG ;

[ 2 | » |









A
}( B J  Alokasi Fermnla
Juwmlah Penduduk Jumilah Ponduduk Miskin Luns Wilayah IKG
Fo. Hocamatan Hama Desa Aloknsi Dasor| Kinsiflknst Dess IDM [ o5 | sbes, s | o o | e o | s — | P Total Bot Alokast P”::‘;::"“
» Jemmh Bobot r;:n;u ," “'m'l it Bobot Witaysh Luas Bobot Beextiaa [ Lo Bobot Farmula
Frodese Miskia Wilayah WO | Gecgretis
) ) (< ) ~ ] [l @ 3 {10} (11 12) {1 {149 {15 {1¢) {17) {18} 9% (70) % (103 » (13) « (16} + {19) 21/ 2= ) 47 e 21}
99 RUNGAN HULU TUMBANG MUJAI 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 2 -} 239 0,0028 | 0,0003 | 20 0,0045 ) 0,0022 94,74 0,0104 § 0.0016] 68,42 0,0109 | 0,0027 0,006805651 94315,31996 710.660
100 MAHUNING RAYA TUMBANG SAMUI 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 2 - 950 0.0110 | 0,0011 22 0,0049 | 0,0025 94,74 0,0104 } 0.0016 48,14 0,0077 ] 0.0019 0,007045003 97687,79412 714.033
101 MAHUNING RAYA TUMBANG ORO1 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 3 -| 784 0.0091 | 0,0009 | 106 | 0,0237 | 00119 30,49 0,0034 | 0,0005 | 69,97 0,0111 ] 0.0028 0,016065347 222639,7474 838.985
102 MAHUNING RAYA LUWUK TUKAU 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 4 -1 1.347 | 0,0157 | 00016 ] 88 0,0197 | 0,0099 | 162,25 |} 0,0179 | 0,0027 51,45 0,0082 | 0,0020 0,016145783 223754,4671 840.099
103 MAHUNING RAYA PUTAT DURE! 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 4 -] 695 0,0081 | 0,00081 76 | 0,0170 | 0,0085 47,91 0,0053 | 000081 65,34 0,0104 | 0,0026 0,012707577 176106,4886 792.451
104 MAHUNING RAYA TUMBANG MANTUHE 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 3 -1 511 0,0059 | 0,0006 { S0 0,0112 | 0,0056 58,80 0,0065 | 0,0010] 64,44 0,0103 | 0,0026 0,009727678 134809,8965 751.155
105 RUNGAN BARAT HUJUNG PATA 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 3 -{ 800 0,0093 | 0,0009 | 44 0,0099 | 0,0049 67,51 0,0074 | 0,0011 65,87 0,0105 | 0,0026 0,009592956 132942,8722 749.288
106 RUNGAN BARAT TUMBANG JALEMU 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 1 - 373 0,0043 | 0,0004 16 0,0036 | 0,0018 32,67 0,0036 | 0.6005 49,72 0,0079 | 0,0020 0,004743585 65738.42217 682.083
107 RUNGAN BARAT JALEMU RAYA 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 1 -1 793 0,06092 | 0,0009 14 0,0031 | 0,0016 41,38 0,0046 | 0,0007] 68,39 0,0109 ] 0,0027 0,005895521 81702,39907 698.047
108 RUNGAN BARAT JALEMU MASULAN 616.345 | SANGAT TERTINGGAY, 1 -] 471 0,0055 | 0,0005 13 0,0029 | 0.0015 37,02 0,0041 | 0,0006| 72,09 0,0115 | 0,06029 0,005484376 76004,58453 692.350
109 RUNGAN BARAT MANGRAWUK 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 1 -] 240 0,0028 | 0,0003 10 0,0022 | 0,0011 31,83 0,0035 | 0,0005] 70,68 0,0113 | 00028 0,00473784 65658,80018 682.004
110 RUNGAN BARAT TAJAH ANTANG RAYA 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 1 -1 290 0,0034 | 0,0003 10 0,0022 | 0,0011 14,75 0,0016 | 00002 ] 72,53 0,0115 | 0,0029 0,004587331 63572,99133 679.918
111 RUNGAN BARAT TUMBANG KUAYAN 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 2 -] 795 0,0092 { 0,0009 | 29 0,0065 | 0,0032 415,74 0,0050 } 0,0008 | 68,48 0,0109 | 0,0027 0,007652189 106046,9707 722.392
112 RUNGAN BARAT TUMBANG LANGGAH 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 1 - 475 0,0055 { 0,0006 8 0,0018 | 0,0009 29,40 0,0032 { 0,0005 19,00 0,0078 | 0,0020 0,003884042 53826,55927 670.172
113 RUNGAN BARAT TUSANG RAYA 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 1 -] 326 0,0038 | 0,0004 8 0,0018 | 0,0009 39,20 0,0043 { 0,0006)] 74,91 0,0119 | 0.0030 0,004904059 67962,33383 684,307
114 RUNGAN BARAT TUMBANG BAHANEI 616.345 | SANGAT TERTINGGAL 3 -1 560 0,0065 | 00007 ! 52 0,0116 | 0,0058 28,31 0,0031 | 0,0005¢ 69,58 0,0111 | 00028 0,009709368 134556,1483 750.901
Total 70.263.330 - 85.990 | 1,0000 | 0,1000 | 4.467] 1,0000 | 0,5000 | 5.076,04 | 1,0000 | 0,1500] 6.280,75 | 1,0000 | 0,2500 1] 13.858.384 84.121.714
Kontrol Ponghitungan Bobot

Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas 616.345 Jp 10%6

Hasil Perhitungan Pegu Dana Desa Kebupaten Gunung Mes 84.121.714 JPM 5026

Pagu Aloknsi Dasar Kabupaten Gunung Mas 70.263.330 LW 15%6

Hasit Hitung Alokaxi Dasar Kabupeten Gunung Mas 70.263.330 IRG 25%6

Pogu Alckasi Afirmasi Kabupaten Gunung Mas -

Hasil Hitung Alokaxi Afirmesi Kabupaten Gunung Mas -

Pagu Alokaei Formula Kabupaten Gunung Mas 13.858.384 4

Hazil Hitung Akokesi Fonmula Kabupaten Qunung Mas 13.858.384 ON 8. DOHONG

IJumlnh Desa 114




